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IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 97/PUU-XII/2014 

Tentang  

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  

 
Pemohon : Supriyadi Widodo Eddyono (Pemohon I), dkk. 

 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pokok Perkara 

 

: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang bertentangan dengan UUD 1945.  

Amar Putusan : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

Tanggal Putusan : Kamis, 23 Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. 

Ikhtisar Putusan :  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) 
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka 
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 

Bahwa Presiden pada tanggal 2 Oktober 2014 menetapkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota, yang di dalam Pasal 205 menyatakan “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) dicabut 
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dan dinyatakan tidak berlaku”.  

Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, Mahkamah telah melaksanakan 
sidang pemeriksaan pendahuluan dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah 
memberikan nasihat yaitu dua opsi sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota, untuk menarik permohonan para Pemohon oleh karena objek 
permohonan Pemohon sudah tidak ada atau tetap melanjutkan permohonan para Pemohon. 
Para Pemohon dalam persidangan tersebut kemudian menyerahkan kepada Mahkamah 
untuk mempertimbangkannya; 

Bahwa oleh karena UU 22/2014 yang menjadi objek permohonan sudah tidak ada 
sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka kedudukan hukum (legal standing) para 
Pemohon dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 23 
Oktober 2014, pukul 16.37 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan 
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 

 

 

 


